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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang
Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009
tentfang Pedoman Penetapan Izin Ganggquan di  Daerah
Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Pedoman Penetapan Izin Ganggquan Di Daerah (diundangkan
tanggal 30 Maret 2017)

Nota Dinas Kepala DPMPTSP kepada Plt Gubernur Provinsi DKI Jakarta
Nomor : 2641/-1.751 Tanggal 13 April 2017 Perihal Telaahan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 jo. Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penetapan Izin Gangguan di Daerah

Surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Kepada Kemendagri Nomor
1751/-075 Tanggal 27 Juli 2017 Perihal Implementasi Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017
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HISTORICAL

- Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 188.52/3649/SJ

Tanggal 14 Agustus 2017 Perihal Implementasi Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017

- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/3231/SJ

Tanggal 19 Juli 2017 Tentang Tindak Lanjut Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017
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PENJELASAN

Berdasarkan bagian penjelasan Peraturan
Daerah Nomor 15 Tahun 2011: Prosedur
pemberian lzin Gangguan sebagaimana diatur
dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011
mengacu pada Perafruran Menteri Dalam
Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman
Penetapan lzin Gangguan Di Daerah.

2. Terkait dengan diundangkannya Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017
yang mencabut Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman
Penetapan lzin  Gangguan di  Daerah
Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27

PASTI! Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan lzin

"S'uﬁm%@mn lUQOja}wda" Gangguan Di Daerah




PENJELASAN

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam
Negeri Nomor 500/3231/SJ angka 2,
Pemerintah Daerah diminta segera
melakukan pencabutan Peraturan Daerah
terkait dengan izin gangguan dan pungutan
refribusi  izZin  gangguan sejak Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017
ditetapkan, serta fidak melakukan pungutan
refribusi izin gangguan karena menghambat
iklim investasi di daerah.
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